
BUPATI BANGGAI LAUT
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI BANGGAI LAUT
NOMOR 4 8  TA H U N  2017

TENTANG
URA1AN TUGA8, FUNOSI DAN TATA KERJA KECAMATAI

KABUPATEN BANGGAI LAUT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI LAUT,

Menimbang :  bahwa u n t u k  melaksanakan ketentuan pasa l  9  Peraturan
Daerah Nomor  7  Ta h u n  2 0 1 6  tentang Pembentukan d a n
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banggai Law.,  per lu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Uraian Tugas, Fungsi dan
Tata Kerja Kecarnatan Kabupaten Banggai Laut;

Mengingat 1 .  Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pembentukan
Kabupaten Banggai  L a u t  d i  Provinsi  Sulawesi Tengah
(Lembaran N e g a r a  R e p u b l i k  Indones ia  Ta b u n  2 0 1 3
Nomor 20, Tambahan Lemharan Negara Republik Indonesia
Nomor 5398);

2. Undang-Undang N o r m a .  2 3  T a h u n  2 0 1 4  t e n t a n g
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2 0 1 4  Nomor  244 ,  Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah dlubah
Lcrakhir dengan Undang-Undang Nomor 9  Ta h u n  2 0 1 5
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2 0 1 5  ten tang  Pemerintahan Daerah  (Lembaran
Negara Repub l i k  Indonesia Ta h u n  2 0 1 5  N o m o r  5 8 ,
Tambahan L e i n b a r a n  N e g a r a  R e p u b l i k  I n d o n e s i a
Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor  1 8  Ta h u n  2 0 1 6  ten tang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2 0 1 6  Nomor  11 4 ,  Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887);

4. Peraturan Daerah  Kabupaten Etanggai L a u t  Nomor 7
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah (Lembaran D a e r a h  Kabupaten  Bangga i  L a u t
Tahun 2 0 1 6  N o m o r  7 ,  Tambahan  Lembaran Dae rah
Kabupaten Banggai Laut Nomor 21);



MEMUTUSKAN
Menctapkan PERATUR_4.N BUPATI TENTANG U R A I A N  TUGAS, FUNGSI

DAN T A T A  K E R J A  K E C A M A T A N  K A B U P A T E N
BANGGAI LAUT.

BAB I
KETENTUAN U1LUM

Pima 1

Dahlia Pera.turan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Banggai Laut.
2. Pemrrintah Daerah adalah Bupat i  s e b a g a i  u n s u r

penyelenggara Pemerintahan D a e r a h  y a n g  memimpin
pclaksanaan u r u s a . n  Pemerintahan y a n g  m e n j a d i
kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Banggai Laut.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten

Banggai Lain.
5. Kecamatan a t a u  y a n g  d isebut  dengan n a m a  l a i n

adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten yang dipimpin
oleh camat.

6. Camat adalah Camat Kabupaten Banggai Lam.
7. Sekretaris Carnat adalah Sekretaris Camat Kabupaten

Banggai Laut
8. Kepala Seksi adalah Kepala Seksi Kecamatan Kabupaten

Banggai Laut.
9. Kepala Sub Bagian adalah Kepala Sub Bagian Kecamatan

Kabupaten Hanggai Laut.

BAB II
KEDUDUKAN

Pasal 2

Kecamatan dipimpin olch Camat a tau  sebutan l a in  yang
berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati
mclalui Sekretaris Daerah.

BAB HI
TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

(1) Kecarnatan m e m p u n y a i  t u g a s  m e t n b a n t u  B u p a U
mclaksanakan U r u s a n  Pemerintahan y a n g  m e n j a d i
kewenangan Daerah dan tugas pernbantuan yang diberikan
kepada Kecamatan.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagairnana dimaksud pada
arid (1), Kecarnatan, mempunyai fungsi :
a. perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;



b. pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
c. pelaksanaan cvaluasi d a n  pelaporan sestrai dengan

lingkup tugasnya;
d. pelaksanaan administrasi dinas sesual dengan lingkup

tugasnya; dan
e. pelaksanaan fungsi la in  yang diberikan oleh Bupati

terkait dengan tugas dan fungsinya.

BAB W
SUSUNAN ORGAN ISASI

Pain' 4

Susurtan Organisasi Keearnatan terdiri atas :
a. Camat
b. Sckretaris, mernbawahi
1. S u b  Bagian Program, Keuringan dan Acet; dan
2. S u b  Bagian Umum dan Kepegawaian.
c. Seksi F'emerintahan;
d. Seksi Pembangunan;
e. Seksi Kescjahteraan Sosial:
f. Seksi  ketentraman dan ketertiban Umum; dan
g_ Seksi Pclayanan Umum.

13AB V
URAIAN TUGAS DAN FUNGS1

Bagian Kesatu
Camat

Pasal 5

(1) Camat mempunyai tugas pokok melaksanakan kewermIgan
pemerintah y a n g  di l impahkan o l e h  B u p a t i  u n t u k
melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan yang menjadi
kewenangan Daerah Kabupaten Banggai Laut.

(2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), Carnal mempunyai fungsi :
a. Menyelenggarakan Urusan Pemerintaban Umum;
b. Mengoordinasikan kegiatan pemberdaynan masyarakat;
c. mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman

dan ketertiban umum;
d. mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan

Daerah dan Peraturan Bupati;
e. mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana

pelayanan umum;
f. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan desa atau

kelurahan;
g. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa

atau kelurahan;



(3)

h. melaksanakan u r u s a n  pemerintahan y a n g  mcnjadi
kewenangan kabupatcn yang tidak dilaksanakan oleh
unit kerja Pemerintahan Daerah Kabuparen yang ada di
Kecamatan; dan

i. melaksanaan t u g a s  l a i n  y a n g  diperintahkan o l e h
peraturan perundang-undangan.

camat d a l a m  melaksanakan tugasnya sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) clibantu oleh perangkat
keeamatan.

Bagian Kedua
Paragraf 1

Sekretaris Camat

Pasal 6

( I) Sekretaris Carnal mempunyai tugas membantu Carnal dalam
menyeknggarakan pelayana.n administrasi ,  m e l  ipu ti
perencanaan, memantau, megendalikan dan mengevaluasi
pelaksanaan program/ kegiatan asset dan  pengcmbangan
di bidang kepegawaian serta pembinaan organisasi.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana climaksud pada
ayat (1), Sekretaris Camat mempunyai fungsi :
a. penyelenggaran pengelolaan administrasi perkaratoran,

Administrasi keuangan dan Administrasi Kepegawaian;
b. penyelenggaraan u r u s n  u m t u n  d a n  perlengkapan,

keprotokolan dan hubungan masyarakat;
c. penyelenggaraan k . e t  a ta la k san aan k e a r s i  pan d a n

perpustakaan;
d. pelaksanaan koordinasi, pembinaan, pengendalian,

evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan unit kerja;
dan

e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf 2
Sub Bagian Program, Keuangan dan Aset

Pasal 7

Sub Bagian Perencanaan Program, Keuangan dan  Asc:t
mempunyai fungsi :
a. penyiapan bahan penyusunan program kegiatan serta

pengelolaan administrasi keuangan;
b. penyiapan Koordinasi dan fasilitasi dan pelaksanaan

penyusunan program dan kegiatan dan semi pengelolaan
administrasi keuangan-,

c. penyelenggaraan penyusunan program d a n  kegiatan
serta pengelolaan administrasi keuangan;

d. pengelolaan, Pengendalian dan evaluasi penetausahaan
keuangan kecamatan;



e. penyusunan laporan pertanggung jawaban kcuangan yang
mcliputi realisasi Anggaran Bulanan,semesteran d a n
tahunan;

f. penyusunan laporan akhir pertanggung jawaban kcuangan
kecamatan dan atas laporan keuangan;
penyusunan neraca keuangan kecamatan; dan
pclaksanaan tugas lain yang diberikan atasan scsuai tug-as
clan tupoksinya.

h.

Paragraf 3
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Pas.al 8

Sub Bagian Umurn dan Kepegawaian mempunyai fungsi
a. pelaksanaan urusan r u m a h  tangga d a n  perlengkapan

kecamatan;
b. pengelolaan kearsipan kecamatan;
c. menyusunan bahan pembinaan disiplin dan peningkatan

kesejahteraan pegawai;
d. penyelenggaraan u r u s a n  i i r r a i m  c l a n  pengelolaan

administrasi kepegawaian; dan
c. pelaksanaan tugas lain yang dibcrikan olch atasan scsuai

dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga
Se ksi Pe me rintahan

Pasal 9

Scksi Pcmcrintahan mempunyai fungsi
a. menyusun rcncana kerja seksi;
b. menyiapkan b a h a n  d a n  melaksanakan pembinaan

pemerintahan Desa;
c. mentfasilitasi penyelenggaraan kerjasama dan penyelesaian

perselisihan anlar Dcsa;
d. memfasilitasi penataan Desa:
e. mengkoordinasikan kegiatan adrninistrasi kependudukan;
f. menggordinasikan p e l a k s a n a a n  inventar isas i  a s e t

pemerintah Kabupaten/Kota ditingkat Kceamatan;
melaksanakan pengawasan pendataan atas tanah Negara;
melaksanakan fasilitasi dan koordinasi pungutan pajak burni
dan bangunan PBB;

i. melakukan monitoring evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
tugas seksi; dan
melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan scsuai
dengan tugas dan fungsinya.

g.
h.

J.



Bagian keempat
Seksi Sosial dan Kescjahteraan Rakyat

Pasal 10
Seksi Sosial dan Kesejahteraan Rakyat mempu.nyai fungsi :
a. mcnghimpun kebi jakan t e k n i s  d ibidang sosia l  d a n

kcscjahteraan rakyat sesuai kebutuhan sebagai pedoman
pelaksanaan tugas;

h. mempulkan data sosial dan kesejahteraan rakyat melalui
format untuk mcmperoleh gamtviran kcadaan masyarakat;

c. menyelenggarakan kegiatan sosial d a n  kemasyarakatan
sesuai kebutuhan u n t u k  meningkatkan t a r a f  h i d u p
masyarakat;

d. mclakukan pembinaan dibidang kescjahterdan rakyat secara
tcrpadu unruk peningkatan pecan sofa masyarakat dalam
pembangu n an ;

e. memfasilitasi bantuan sosial sesuni kebutuhan sehagai
upaya mengatasi kesenjangan masyarakat;

f. metakukan monitoring program sosial dan kesejahteraan
rakyat secara langsung/ tidak langsung untuk mengetahui
pcningkatan kesejahteraan tnasyarakat;

g. mengkonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan bails
lisan maupun tulisan untuk mcmperoleh petunjuk lebih
lanjut.;

h. mengkoordmasikan pelaksanaan tugas dengan kepala seksi
melalui rapat/pertemuan untuk kesatuan pendapat dalam
pelaksanaan tugas;

i. menyusun laporan basil pelaksanaan tugas cream berkala
sebagai bahan evaluasi; dan

j. mclaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai
dengan tugas dart fungsinya.

Bagian Kelima
Seksi Pelayanan dan Umum

Pasal 11

Seksi Pelayanan dan Umum mcmpunyai fungsi :
a. pcnyusunan rencana ker ja  d a n  program ker ja  Scksi

Pelayanan Umum;
b. pengumpulart, pengelolahan, dan penyusunan data scbagai

bahan pclayanan umum balk tingkat kecamatan maupun
tingkat desa;

c. penyajian data dibidang pelayanan umum,baik di  tingkat
kecamatan maupun ditingkat desa;

d. pelaksanaa pclayanan umum ditingkat kecamatan di bidang
perizina.n,non perizinan dan administratif lain sesuai dengan
kewenangannya mulai  dar i  penerimaan dokumen/ berkas
permohonan dan  penerbitan scrta pcnyampaian kembah
dokumen/ berkas kepada pemohon;



c. memfasilitasi,pembinaan d a n  pengawasan pelaksanaan
pelavanan kepada masyarakat;

1. pelaksanaan koordinasi dan kerjasarna dibidang tugasnya
g. pelaksanaan monitor ing d a n  evaluasi has i l  pelaksanaan

tugas;
h. pclaporan hasil pelaksanaan tugas; dan
i. pelaksanaan tunas lain yang diberikan oleh atasan sesuai

dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keenam
Seksi Pembangunan

Pasal 12

Seksi Pembangunan mempunyai fungsi :
a. perencanaan penyusunan Program d a n  Kegiatan Seks i

Pembangunan;
b. pengkoordinasian pe laksanaan  k e g i a t a n  p a d a  s e k s i

Pem bangunan;
c. pembinaan dan  Pelayanan kepada masyarakat d i  b idang

pembangunan;
d. pelaksanaan Kegiatan Seksi Pembangunan; dan
c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan scsuai

dengan tugas dan fungsinya.
Baglan Ketujuh

Seksi Ketentraman dan Ketertiban UMUM
Pasal 13

Seksi Ketentraman dun Ketertiban Umuru mempunyai fungsi :
a. menyusun b a h a n  perumusan kebi jakan t e k n i s  b idang

ketentraman da.n ketertiban umum;
b. menyusun program dan kcgiatan seksi ketentraman dan

ketertiban;
c. penyiapan bahan  pembinaan, koordinasi dar t  f a s i l i t a s i

pelaksanaan kegiatan bidang ketentraman dan  ketertiban
Lunum;

d. penyelenggaraan k e g i a t a n  b i d a n g  ke ten t raman  d a n
ketertiban umum; dan

e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai
dengan tugas dan fungsinya.

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 14

(II Dalam mclaksanakan t u g a s  s e t i a p  P imp inan  s a t u a n
organisasi d a n  k e l o m p o k  t e n a g a  f ungs iona l  w a j i b
menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi
baik dalam lingkungan rnasing-messing maupun antar satuan
organisasi d i  lingkungan pemerintah daerah serta dengan
instansi lain di luar pcmcrintah daerah sesuai dengan tugas
masing.masing.



(2) Setiap P imp inan  s a t u a n  organisas i  w a j i b  mengawasi
bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan
agar mengambil langka.h-la.ngkah yang diperlukan sesuai
dengan peraturan perundang-undangan.

(3) Setiap Pimpinan sa tuan  organisasi bertanggung j awab
mcmimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing
dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan
togas bawahannya.

(4) Setiap Pimpinan satuan organisasi wa j ib  mengikut i  d a n
mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan
masing-masing clan menyiapkan laporan berkala tepot pada
waktunya.

(5) Setiap l apo ran  y a n g  d i te r ima  o l c h  P imp inan  s a t u a n
urganisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan
sebagai bahan untuk  penyusumm laporan lebih lanjut dan
untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini  mulai berlaku pada tanggal diundnngkan.
Agar s e t i a p  o r a n g  m e n g e t a h u i n y a ,  m e m e n n t a h k a n
Pengundangan Peraturan Bupat i  i n i  dengan penempatannya
dalam Berita Daerah kabupaten Banggai Laut.

Ditetapkan di Banggai
pada tanggal 1 3  3 u r r  .017.

I (BUPATI BANGGAI LAUT,

WENNY,BUKAMO

Diundangkan di Banggai
pada tanggal

KABUPATEN BANGGAI LAUT,
SEKRETARIS DAERAH

FURQANUDD MASULII .1

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGGAI LAUT TAHUN 2017 NOMOR


